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PRESIDEN REPUBLIK INDONES A

bahwa sesua dengan ketentuan Pasd 11 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 T entang
Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan
Permusyawaratar/Perwakilan Rakyat, sebagaimana telah diubah dengan undang-
undang Nomor 4 Tahun 1975, Pemerintah perlu menyusun ddam satu naskah
pasd-pasd yang berlaku dari ketiga Undang-undang tersebut. (Undang-undang
Nomor 15 Tahun 1969, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-
undang Nomor 2 Tahun 1980) ;

bahwa demi jelas dan lengkapnya naskah tersebut, maka dalam
menyusun ketiga Undang-undang yang dimeksud dalam satu naskah,
Pemerintah rnenyusunnya dalam bentuk himpunan ketiga Undangundang
tersebut yang terdiri dari ;

1. naskah himpunan pasa-pasd yang balaku dai ketiga undang-undang yang
dimaksud;

2. ketiga Undang-undangnya itu sendiri yang dilampirkan bersamarsama dengan
naskah himpunan yang termaktub ddam angkal ;

bahwa untuk kepastian dan kg dasan naskah Undang-undang Pemilihan Umum
itu, dipandang perlu untuk menerbitkan dengan K eputusan Presiden;

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;

2. Pasd 1l Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum
Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat
Sebagaimana Tdah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975
(Lembaran Negara Tahun 80 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3163) ;

MEMUTUSKAN :

Naskah Undang-undang Pemilihan Umum seperti yang dimaksud ddam Pasdl
I Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggotaanggota Badan
Permusyawaratarn/perwakilan Rakyat Sebagamana Te ah Diubah Dengan Undang-
undang Nomor 4 Tahun 1975 addah seperti yang terlampir pada Keputusan
Presdenini.

Keputusan Presiden ini mula berlaku padatanggd ditetapkan.
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